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Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) dikota 

Surabaya sejauh ini menjadi masih menjadi perhatian menarik untuk dilakukan 

Penelitian. Pemberian ruang bagi PKL kedalam lokasi SWK tidaklah sesempurna 

apa yang diharapkan oleh masyarakat. PKL pada dasarnya mereka berjualan 

berkeliling atau menetap pada suatu lokasi terbuka dan juga banyak kerumunan 

sehingga dapat menjajahkan barang dagangannya. 

Tujuan penelitian ini untuk menganalisa bagaimana implementasi dari 

penataan PKL yang seharusnya mampu memberikan dampak baik ataupun buruk 

dari adanya proses implementasinya. Kerangka konseptual yang dijadikan pedoman 

pada penlitian dan juga menjawab masalah dalam penelitian ini ialah peran dari 

Pemerintah Kota Surabaya dan Dinas Koperasi Kota Surabaya ialah: a) komunikasi, 

b) sumberdaya, c) karakteristik organisasi pelaksana, d) standar dan sasaran 

kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, e) lingkungan social, ekonomi, social dan 

politik, f) sikap para pelaksana. Selanjutnya kerangka konseptual yang dijadikan 

pedoman dalam menguraikan tahap implementasinya menggunakan pendekatan 

dari Van Meter dan Horn: a) ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan, b) sumber- 

sumber kebijakan, c) komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, d) 

karakteristik badan-badan pelaksana, e) kondisi ekonomi, social dan politik, f) 

kecenderungan para pelaksana. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berjenis penelitian 

kualitatif dengan pendekatan analisis Interpretative. Penelitian ini menggunakan 

data primer dan sekunder yang berjalan secara beriringan dalam analisisnya. 

Instrument penelitian pada penelitian ini melibatkan berbagai pihak yang terlibat 

langsung dalam proses implementasi kebijakan penataan PKL, pihak yang terlibat 

diantaranya Dinas Koperasi dan Pemerintah kota Surabaya, seleain itu juga para 

PKL yang berada dijalan menjadi objek pada proses implementasi kebijakan ini. 

Sementara itu teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Dengan digunakannya paradigma kritis sebagai cara pandang 

maka peneliti melakukan penelitian dengan sebuah basis analisis atas nilai serta 

refleksi yang didapatkan sepanjang jalannya penelitian. Peneliti menggunakan 

refleksi dengan melakukan dialog kepada subjek penelitian untuk menemukan 

pemahaman atas masalah penelitian. 

Hasil penelitian pada tahap pertama menjelaskan tentang peran dari 

Pemerintah kota Surabaya dan juga Dinas Koperasi dalam merumuskan dan juga 

mengimplementasi kebijakan tentang penataan PKL di kota Surabaya. Peran dari 

para aparatur yang ditunjuk dalam menjalankan kebijakan ini melakukan proses 

penataan PKL, memberikan arahan kepada PKL yang terjaring dalam proses binaan 

melalui Satuan Polisi Pamong Praja lalu diberikan kepada Dinas Koperasi kota 
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Surabaya. Melalui proses pembinaan para PKL yang terjaring akan diberikan 

masukan serta diberikan tempat pada lokasi SWK yang telah dibangun oleh 

pemerintah kota Surabaya. Proses pemberian ruang ini dilakukan oleh pemerintah 

kota Surabaya agar para PKL yang berjualan pada lokasi ataupun titik-titik yang 

tidak seharusnya dipergunakan untuk berjualan Kembali menjadi fungsinya. 

Sehingga parah PKL ini yang sebelumnya mereka berjualan dan sering ditertibkan 

akan merasa aman dan juga dapat berjualan dengan layak di tempat yang telah di 

sediakan. Selain itu pemerintah kota Surabaya juga menginginkan kembalinya 

fungsi dari tempat yang seharusnya digunakan untuk berjalan / pedestrian, serta 

mengurangi kemacetan-kemacetan yang ada dilokasi tertentu. 

Analisa interpretative yang dilakukan peneliti yang kedua ialah 

menganalisasi strategi dari para PKL kaki lima yang berjualan pada lokasi SWK 

yang telah di sediakan oleh pemerintah kota Surabaya. Para padagang yang 

berjualan pada lokasi SWK merasa kurang, karena dalam SWK mereka tidak 

seperti berjualan pada diluar SWK. Dimana mereka sebelumnya berjualan 

berkeliling, menjemput pembeli atau datang kekonsumen, lalu mereka sekarang 

berjualan atau menetap di satu tempat yang mereka tidak tahu bagaimana pasarnya. 

Pasarnya disini adalah tentang bagaimana tempat yang mereka gunakan untuk 

bejualan saat ini bisa menjadi pengganti tempat sebelumnya, karena notabenenya 

tempat mereka sebelumnya adalah jalanan yang tergolong lepas dan juga tempat 

yang mereka gunakan untuk berdagang saat itu sering dilalui oleh masyarakat entah 

untuk berangkat kerja ataupun pulang kerja. 

Berbagai cara telah dilakukan oleh para pedagang untuk bertahan pada 

lokasi SWK, berabagai usaha juga telah dilakukan untuk menarik pembeli / 

konsumen datang pada lokasi mereka berdagang. Namun alhasil yang mereka 

lakukan tidak berjalan dengan baik. Harapan dengan mereka membuat acara-acara 

tertentu untuk menarik konsumen harus pupus, karena konsumen datang hanya saat 

acara-acara tertentu namun setelah tidak ada acara tersebut para pedagang kembali 

merasa pembeli yang tidak kunjung ramai. Namun berbeda dengan beberapa titik 

di tengah kota. 

SWK yang dibangun di tengah kota Surabaya dapat dikatakan ramai dengan 

pembeli, namun beberapa titik lokasi SWK yang dibangun tidak pada tengah kota 

lebih sepi pengunjung ataupun peminat. Karena beberapa factor, 1) lokasi yang jauh 

dari jalan utama, 2) tempat yang dibangun tergolong tidak terlalu strategis, 3) terlalu 

banyak saingan dalam lokasi teresebut, 4) perbedaan harga yang menjadi 

permasalahan juga, 5) tempat berjualan dalam lokasi SWK sarana dan prasarananya 

tergolong ada beberapa yang kurang salah satunya lahan parkir. 
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SUMMARY

The implementation of the street vendor arrangement policy (PKL) in the 

city of Surabaya has so far become an interesting concern for research. The 

provision of space for street vendors into the SWK location is not as perfect as what 

is expected by the community. Street vendors are basically selling around or staying 

in an open location and also a lot of crowds so they can sell their wares. The purpose 

of this study is to analyze how the implementation of the arrangement of street 

vendors should be able to have a good or bad impact from the implementation 

process. 

The conceptual framework that is used as a guide in research and also 

answers the problem in this research is the role of the Surabaya City Government 

and the Surabaya City Cooperative Service, namely: a) communication, b) 

resources, c) characteristics of implementing organizations, d) standards and policy 

objectives/measures and policy objectives, e) social, economic, social and political 

environment, f) attitude of the implementers. Furthermore, the conceptual 

framework that is used as a guide in describing the implementation phase uses the 

Van Meter and Horn approach: a) policy measures and objectives, b) policy sources, 

c) inter-organizational communication and implementation activities, d) 

characteristics of implementing agencies, e) economic, social and political 

conditions, f) tendencies of the implementers. The research method used in this 

research is qualitative research with an interpretative analysis approach. 

This study uses primary and secondary data that go hand in hand in its 

analysis. The research instrument in this study involves various parties who are 

directly involved in the process of implementing the PKL structuring policy, the 

parties involved include the Cooperative Service and the Surabaya City 

Government, besides that the street vendors who are on the road become objects in

the process of implementing this policy. Meanwhile, data collection techniques 

were carried out by observation, interviews and documentation. By using the 

critical paradigm as a perspective, the researcher conducts research with an analysis 

base on the values and reflections obtained throughout the course of the research. 

The researcher uses reflection by conducting a dialogue with the research subject 

to find an understanding of the research problem. 

The results of the research in the first stage explain the role of the Surabaya 

city government and also the Cooperative Service in formulating and also 

implementing policies on structuring street vendors in the city of Surabaya. The 

role of the appointed apparatus in carrying out this policy is to carry out the process 

of structuring street vendors, providing direction to street vendors who are caught 

in the fostered process through the Civil Service Police Unit and then given to the 

Surabaya City Cooperative  Service. Through the  coaching process, the street 
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vendors who are netted will be given input and given a place at the SWK location 

that has been built by the Surabaya city government. The process of giving this 

space is carried out by the Surabaya city government so that street vendors who sell 

at locations or points that should not be used for selling will return to their functions. 

So that these street vendors who previously sold and were often put in order will 

feel safe and can also sell properly in the places that have been provided. In 

addition, the Surabaya city government also wants the return of the function of the 

place that should be used for walking / pedestrians, as well as reducing congestion 

in certain locations. 

The interpretive analysis carried out by the second researcher is to analyze 

the strategies of street vendors who sell at SWK locations that have been provided 

by the Surabaya city government. The merchants who sell at the SWK location feel

lacking, because in SWK they are not like selling outside the SWK. Where 

previously they were selling around, picking up buyers or coming to consumers, 

then they are now selling or living in a place where they don't know how the market 

is. The market here is about how the place they use for selling today can be a 

substitute for the previous place, because in fact their previous place was a relatively 

loose road and the place they used to trade at that time was often traversed by the 

community either to go to work or come home from work.

Various ways have been done by traders to stay at the SWK location, 

various efforts have also been made to attract buyers/consumers to come to their 

trading locations. But as a result they did not go well. The hope with them to make 

certain events to attract consumers must be dashed, because consumers only come 

during certain events but after there are no such events, the traders again feel that 

the buyers are not crowded. 

The SWK that was built in the middle of the city of Surabaya can be said to

be busy with buyers, but some points of the location of the SWK that was built not 

in the middle of the city are less crowded with visitors or enthusiasts. Due to several 

factors, 1) the location is far from the main road, 2) the place that is built is not too 

strategic, 3) there are too many competitors in the location, 4) the price difference 

is a problem too, 5) the place to sell is in the SWK location, facilities and Some of 

the infrastructure is classified as lacking, one of which is a parking lot. 
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ABSTRAK
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Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaiamana dari proses implementasi 

kebijakan penataan PKL di kota Surabaya dan proses pemberian ruang bagi PKL 

yang sesuai dengan Peraturan Kota Suabaya No 9 Tahun 2014. Yang dianalisa 

dengan menggunakan pendekatan implementasi kebijakan public dari Van Meter 

dan Horn. Fokus penelitian ini pada proses implementasi dan pemberian ruang bagi 

PKL. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan

analisis interpretative. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Dinas Koperasi 

dan PKL yang berjualan pada lokasi SWK yang telah dibangun oleh Pemerintah 

Kota Surabaya. Pemberian ruang bagi PKL yang berjualan pada lokasi SWK 

tidaklah berjalan dengan baik. Dimana masih banyak kekosongan yang terdapat 

pada lokasi SWK. Kekosongan yang ada pada lokasi SWK karena beberapa PKL 

binaan yang telah mengisi lokasi SWK tidak dapat bertahan. Pada praktik strategi 

yang telah dilakukan oleh pedagang pada SWK tidaklah efektif, karena strategi 

yang dilakukan hanya berjalan di saat itu saja, ssetelah itu kembali lagi seperti 

semula. Factor lain yang membuat kosongnya lokasi sentra yang dibangun adalah: 

1) tidaknya strategis tempat yang telah dibangun oleh pemerintah, 2) lokasi sentra 

yang tidak sesuai dengan pasar dagang dari PKL itu sendiri, 3) tempat berjualan 

yang terbilang cukup jauh dari lokasi PKL sebelumnya dan, 4) sarana dan prasarana 

yang tergolong kurang (lahan parkir, bentuk dari sentra). 

Kata Kunci   : Sentra Wisata Kuliner (SWK), Implementasi Kebijakan,Penataan. 
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This study to see how the process of implementing the PKL structuring policy in 

the city of Surabaya and the process of providing space for street vendors is in 

accordance with the Surabaya City Regulation No. 9 of 2014. Which is analyzed 

using a public policy implementation approach from Van Meter and Horn. The 

focus of this research is on the implementation process and providing space for 

street vendors. The research method uses qualitative methods with an interpretive 

analysis approach. Data collection techniques were conducted by interview, 

observation, and documentation. Informants in this study were the Department of 

Cooperatives and street vendors who sell at SWK locations that have been built by 

the Surabaya City Government. The provision of space for street vendors who sell 

at SWK locations is not going well. Where there are still many vacancies at the 

SWK location. The vacancy that exists at the SWK location is because some of the 

assisted street vendors who have filled the SWK location cannot survive. In practice 

the strategies that have been carried out by traders on SWK are not effective, 

because the strategies carried out only run at that time, after that they return to 

normal. Other factors that make the center location vacant are: 1) the strategic 

location of the place that has been built by the government, 2) the location of the 

center that is not in accordance with the trade market of the street vendors 

themselves, 3) the selling place which is quite far from the previous street vendors 

location and, 4) facilities and infrastructure that are classified as lacking (parking 

area, form of center). 

Keywords: Sentra Wisata Kuliner, Policy Implementation, Regulation. 
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